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GUBERNI.JR JAMBI
PERATURAN GUBERNUR JAMBI

NOMOR e7 TAHUN 2O2L

TENTANG
PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA"

DAERAH TATIUN ANGGARAN 2O2L

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR JAMBI

Menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11
Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 9 Tahun
2O2I tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, perlu
menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2O2l;

Mengingat 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negard.
Republik Indonesia Tahun 1945 ;

2. Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957
tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra
Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun lg57
Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19
Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah
Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan
Riau Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1958 l.lomor 112,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor rcaQ;

3. Undang-Undang Nomor t7 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OA4 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor a355);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO4 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 42lO);
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6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4a381;

7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2OO9 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor
130, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 50a9);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2Ol5
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000
tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 2lO, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aO28);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan
Umum sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2Ol2
tentahg Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2OL2 Nomor
!71, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 53a0);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005
tentang Dana Perimbangan (Lem.baran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor a5751;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2OA7
tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan
Perwakilan Ralryat Daerah dan Informasi Laporan
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada
Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OO7 Nomor 19, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor a693\;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 7l Tahun 2010
tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5155);
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14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2A\T
tentang Pembinaan dan Pengau-asan
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol7 Nomor 73,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6041);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2Ol7
tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan
dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol7
Nomor 106);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2Ol9
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Negara- Republik Indonesia Tahun 2OI9 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 63221;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun
2OO7 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan
Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 36 Tahun 2}lt tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun
2OLl tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan
Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2oll Nomor 525);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun
2}ll tentang Pedoman Pemberian Hibah dan
Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2Ol9
tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 20ll tentang
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial
yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2Ol8 Nomor 565);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun
2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2OI2 Nomor 75fl;

2O. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor 62 Tahun
2Ol7 tentang Pengelompokan Kemampuan
Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan
Pertanggungjawaban Dana Operaional (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol7
Nomor 1067);

21. Peraturan Menteri Daiam Negeri Nomor 64
Tahun 2020 tenrang Pedoman Penyusunan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
.\negaran 2021 \esara Republik Indonesia
Tahun 2r)2Ct \,r:iCrr 888t:
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22. Peraturan lvlenteri Dalam Negen \omor 77 Tahun
2O2O tentang Pedoman Teknis Pengelolaan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2O2O Nomor l78l);

23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-4915
Tahun 2O2L tentang Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah Provinsi Jambi tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2O2t dan
Rancangan Peraturan Gubernur Jambi tentang
Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Provinsi Jarnbi Tahun Anggaran
202r;

24. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 2
Tahun 2OO9 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi
Jambi Tahun 2OO9 Nomor 2, Tarnbahan Lembaran
Daerah Provinsi Jambi Nomor 2) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah.
Provinsi .Iambi Nomor 15 Tahun 2473 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jambi
Nomor 2 Tahun 2OO9 tentang Pokok-Pokok
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Provinsi Jambi Tahun 2Ol3 Nomor 15, Tambaha.n
Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 15).

MEMUTUSI(AN:

Menetapkan PERATURAN GUBtrRNUR TENTANG PENJABARAN
PERUBAHAN . A},IGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 202 1

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur Jambi ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Provinsi Jambi.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai

unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
daerah otonom.

3. Gubernur adalah Gubernur Jambi.
4. Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Jambi.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat

APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah
yang dibahas dan disetujui belsama oleh Pemerintah Daerah dan
DPRD, C-an ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

6. Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui
sebagai penamf;rah nilai kekayaan bersih.

7. Belanja Daerah adalah kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui
sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.

8. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi
bagi Pegau'ai Negeri Sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian
kerja )-ang bekerja pada instansi pemerintah.

9. Pembiar-aan Daerah aCalah semua penerimaan \-ang perhr diba1,'ar
xenba.: ian atau peneeiuaran vang akan diterima kembali. baik
:aCa :aji*:l a:ggaran i'a:lg :e:S1:lgiuian mauDun pada tahUn-
:a:l *:: a:l gga:a:i :)e::{ *::l-r,'a
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10. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran \-ang selanjr-lrn1-a crs:ngkat -s:LP.\
adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran
selama satu periode anggaran.

Pasal 2

APBD Tahun Anggaran 2021 semula sebesar Rp.4.516.148.844.342,OO
Bertambah sebesar Rp.288.660.764.828,OO sehingga menjadi
Rp.4.804.809.609. L70,00 dengan rincian sebagai berikut :

a. Pendapatan Daerah
1. semula Rp.4.294.675.328.808,00
2. bertambah Rp. LO7.O79.229.47L,OO
Jumlah Pendapatan Daerah
setelah perubahan Rp.4.401.754.558.279,OO

b. Belanja daerah
1. semula Rp.4.516.148.844.342,00
2. bertambah Rp. 288.660.764.828,OO
Jumlah Belanja Daerah setelah
perubahan Rp.4.804.809.609.170,00

Y,

c. Pembiayaan Daerah
1. Penerimaan pembiayaan

a) semula Rp. 239.473.515.534,00
b) bertambah Rp.163.58 1.535 .357,00
Jumlah penerimaan pembiayaan
setelah perubahan

2. Pengeluaran pembiayaan
a) semula Rp.18.0C0.000.000,00
b) berkurang Rp.18.000.000.000,00
Jumlah pengeluaran pembiayaan
setelah perubahan
Jumlah pembiayaan neto setelah
perubahan

Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah
perubahan

Rp . 403.055.050.89 1,00

Rp. -

Rp . 403.055.050.89 1,00

Rp. -

Pasal 3

Uraian lebih lanjut mengenai Perubahan APBD sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini terdiri dari:
1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran Perubahan APBD yang

diklasifikasi menurut Kelompok, Jenis, Objek,
Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;

2. Lampiran II Penjabaran perubahan APBD menurut Urusan
Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan,
Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek
Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;

3. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran
Hibah;

4. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerirna, dan
Besaran Bantuan Sosial;
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5. Lampiran V

6. Lampiran VI

7. Lampiran VII

8. Lampiran VIII

Diundangkan di Jambi
pada tanggal S,tlouerv\Bre* 2O2L

Rincian Dana Otonomi Khusus rrlenurL.lr Urusan
Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan,
Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Obj.t , dan Rincian
objek Pendapatan, Belanja dan pembiayaan;
Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan
Pertambangan Gas Alaml Tambahan DBH-Minyak
dan Gas Bumi menurut Urusan Pemerintahan
Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan,
KelomPok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek
Pendapatan, Belanja dan pembiayaan;
Rincian Dana Tambahan Infrastuktur menurut
Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program,
Kegiatan, sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, objek, dan
Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembl"yu,"r;
Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provirr"iT
Kabupaten lKota pada Daerah Perbatasan Dalam
Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan
Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program
Prioritas Perbatasan Negara.

Pasal 4

Pelaksanaan penjabaran perubahan APBD yang ditetapkan dalamperaturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan
anggaran satuan kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Provinsi Jambi.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal I rucvE&x&Erl 2O2t

JAMBI

Y,

PROVINSI JAMBI

PROVINSI JAMBI TAHUN 2021 NOMOR 27
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